
BUPATI KLATEN 
PERATURAN BUPATI KLATEN 

NO MOR I.-; TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
KELURAHAN DI KABUPATEN KLATEN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 avat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2008 
tentang Organlsasi dan Tata Kerjc1 Kelurahan di Kabupaten 
Klaten, perlu menyusun rlncian tugas, fungsi dan tata kerja 
Kelurahan di Kabupaten Klaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud 
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di 
Kabupaten Klaten; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem:,er.tukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lmgi<ungan ?ro::, ris Ja..-,-a 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
~omor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
0en.bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemenntahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indunesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulal Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 !3 !~ 
dan 15 Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 te ta-; 
Keluranan (Lembaran Negara Republik Irdo"esia -:- _- _ - · 
~-" ... 1 C:::O T~rnh~h::tn I ornh::a..r:.:.n N~2PQIJl:i!..;~.:o;;;.esi;;a,.._....J 
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Merietapkan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerlntah oaeran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pemoagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerlntah, 
Pernenntanan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik tnconesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang 
undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknls Penataan Organlsasi 
Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tanun 2008 
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah 
kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 
tcntang Organlsasl dan Tata Kerja Pemerlntah Kabupaten 
;Jati::n (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tanun ..,')08 
Nornor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kaoupater> =!= 
Nomor 17); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten 
Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Ta'lun 2007 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 41); 

MEMUTUSKAN : 

PERATU~N BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN KLATEN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati inl yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 
2. Pemerlntah Daerah adalah Bupatl beserta perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Klaten. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. 
5. Kelurahan aoaien wilayah kerja Lu rah sebagal perangkat daerc" • .zlx: .::e 

wilayah kerja Kecarnatan. 
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Klaten. 
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Pasal 3 
( 1) Lu rah mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a, 

rnempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan pemerlntahan, pembangunan 
dan kernasvarakatan dalam wilayah Kelurahan. 

(2) Rincian tugas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) aoaian sebagai berikut : 
a. mengkoordinasikan penyelenggaraan keqiatan pemerintahan Kelurahan; 
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; 
d. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban urm.rn 
e. mengkoordlnaslkan penyelenggaraan pernellharaan prasarana da" tzs :;s 

pelayanan umum; 
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan lembaga <e...,asya~==.- 
a. mengusulkan, menunjuk, menetapkan serta O"'elaksaPa<c- ~=-- 

pengelolaan keuangan; . . .. ---~---------....1 

Lurah 

BAB lll 

RINCIAN TUGAS 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 
(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 

a. Lurah; 
b. Sekretaris; 
c. Seksi Pemerintahan; 
d, Seksi Pembangunan; 
e. Seksi Kemasyarakatan; 
' Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ke ... -anan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang 
oe-we enggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam 

·, avan Kelurahan. 
(3' ,r::.< ..,enyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan 

~e~p .. " a fungsi : 
a pe a,<,52r'laan keg atan pernenntahan Kelurahan; 
b pem!:ie~:::a ,..aar rnasverakat; 
c. peiayanan masvaraxat; 
a. oenyetenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan urnum; 
s: pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
g. pelaksanaan tuqas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya . 

: :;.:,,· =-- "'e'.'jcl Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan 
·..=.:= ::.C'ci:-tgkat daerah di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. 

~ :a~::2, Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional 
ecaian kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasl yang datarn 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampllan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

10.Kelompok Jabatan Fungslonal adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai 
fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu.sarna lain dalam melaksanakan salah satu 
tugas umum pemerintahan. 

• 

• 



Pasal 4 
(l)Sekretaris sebagaimana drnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas 

mengelola urusan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 
i<e:iegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

(2) R.'"lcian tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. r:ienghimpun, mempelajari peraturan perundang·undangan, kebljakan, pedoman 

can petunjuk teknis urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, 
eva ues dan pelaporan; 

b rneri.,..1sun rencana program urusan umum, kepegawaian, «euangan, 
pe•e'lcanaan, evaluasi dan pelaporan dan mengkoordinaslkan penyusunan 
rer,ca'1a program; 

c -iengkoordinas,,a" i...eg,acan urusan umum, kepegawa,a.., "'ewanga-, 
oerercanaen, evauias dan oeiaporen: 

c --ne axsanakan pernbmaan, bimbingan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan; 

e -nenyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknts perencanaan dan 
oelaporan kegiatan; 

• mencari, menqurnpulkan, mengolah data dan informasi dalam rangka 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD), 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai perundang-undangan yang 
berlaku: 

g. menyiapkan bahan dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA}, Prioritas 
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

h rnenqajukan usulan program kerja berdasarkan urutan prioritas kebutuhan; 
i. menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan program kerja 

akoat adanya perubahan, penggeseran dan pertntunqan anggaran; 
J. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan keglatan dan kinerja ; 
k. meneliti dan memvenflkasi kelengkapan SPP yang diajukan bendahara; 
I. menyiapkan SPM atas dasar SPP yang diajukan bendahara; 
m. melaksanakan verlflkasi SPJ dan menyiapkan bahan pengesahan SPJ; 
n. melaksanakan verlflkasl harian atas pengeluaran; 
o. melaksanakan akuntansi; 
p. menylapkan bahan laporan prognosis dan anggaran; 
q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertangg.Jrg_;ca 
r. menyiapkan bahan dan menyusun data lnrorrnasr ct :: 02--: :..=-- 
,... """'--""'-,....1.,i->"'L,~n h:;ih=iin nomhin::.::.n n.,:i,~_.;:._r -.._,::;.::.-=..:.:.c,,..;;;....i=.,.:;;::~==:;;~,;;::...:_ _ _J 

Sekretaris 

oeraksanaan tugas; 
- mer.distribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarl<an 

ketentuan yang berlaku; 
membma bawahan dalam pencapaian program dengan memberi petunjuk 
pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

J. mengevaluasi pelaksanaan keglatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan 
berdasarkan rencana dan realisasi sebagal bahan datarn penyusunan sasaran 
tahun berikutnya; 

k. menuat prestasi kerja bawahan berdasarl<an rencana kerja, hasil yang dicapal 
sesua, ketentuan yang berlaku sebagal bahan pertimbangan dalarr pembinaan 
karier: 

I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Camat; 
m. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Pasal s 
( 1) Seksi Pemerjntahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin 

oteh Kepala Seks,, mempunyai tugas melaksanaken sebaglan tugas Kelurahan di 
bidang pemerintahan. 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagal berlkut : 
a. menghimpun dan mempelaJari peraturan perundang·undangan, kebljakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan bldarg 
pemerintahan sebagal pedoman dan landasan kerja; 

b. menytapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk eek- s =-""; 
berhubungan dengan bidang tugas seksi pemerintahan; 

c. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menqane'isa ~== 
pemerintahan, sosial pohtik, ketentraman dan keterti~,· ~~~~~~-- ....... ---~~--' 

:J oang keuangan; 
• -ienyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bldang keuangan; 

menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran; 
. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di bidang keuangan; 

w. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, 
pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan 
tamu serta pengadaan dan pemellharaan perlenqkapan rumah tangga kantor 
dan barang inventaris; 

x. menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan perjalanan dinas serta mengatur 
penggunaan kendaraan dinas; 

y. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, 
kenyamanan dan keseraslan ruang kantor; 

z, melaksanakan administrasi umum kepegawaian, meliputi menyiapkan bahan dan 
mengusulkan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri (KARIS), Kartu Suami 
(KARSU), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Kesehatan 
(ASKES) dan izin cuti; 

aa. menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi Kebutuhan 
pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, Tugas Belajar/Izin 
Belajar, Ujian Dinas, pendidikan dan latihan dan pemberian penghargaan dan 
tanda jasa; 
menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai, mellputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan 
Gaf Berkala, Pemindahan/mutasi, Pemberhentlan dan Pensiun, Penyesuaian 
Ijazah, Daftar Penilaian Pegawai (DP3); 
rtenviapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta menyusun Daftar 
U-ut Kepangkatan (DUK); · 
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pembinaan 
kepegawaian; 
meny apkan usulan, penunjukan, penetapai, pejabat pengelolaan keuangan; 
'"1eiaksa'lai<an koordlnast dan kerjasama sesuai bidang tugasnya datam rang<a 
«etancaran pelaksanaan tugas; 
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta mencari 
a,ternatif pemecahan masalah; 
nengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
agar terjalin kerjasarna yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan 
tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 
menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil 
kerja; 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 

Seksi Pemerintahan 

• bb. 

cc 

dd. 

ee. 
;.; ... 
gg. 

tn. 

• ii. 

jj. 
kk. 



<e\varganegaraan, ketentraman dan ketertiban serta pengendalian dan 
evaluasinya; 

e. mempersiapkan bahan-bahan pemikiran dalam membina ibukota Kelurahan dan 
pusat-pusat pengembangan lainnya yang ada di wilayah Kelurahan untuk 
mewujudkan kota yang tertib, aman dan teratur; 

f. memantau dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dan hal-hal lain 
yang menyangkut ketertiban; 

g. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka memperhatikan dan mengikuti 
perkembangan kekuatan-kekuatan sosial politik di wilayahnya; 

h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap 
aspirasl masyarakat yang berkembang di wilayahnya; 

i. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mengadakan pengawasan dan 
penelitian atas kegiatan-kegiatan dari organisasl yang menyangkut masalah 
orang asing; 

j. mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan 
Umum; 

k. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan pedoman, petunjuk, 
bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

I. mempersiapkan bahan-bahan pedoman dan petunjuk tentang usaha peningkatan 
penerimaan income Kelurahan; 

m. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk datam rangka 
usaha peningkatan pemeliharaan ketertiban pemerintahan Kelurahan serta 
r:ie,gusahakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban 
Keturahan; 

n. rnempersiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembtnaan 
pelaksanaan sistem administrasi Kelurahan dengan Lemari Data Pemenntat-ial'l 
Ke:1.arahan 

o. +empe-s.apxan oahar-bahan petunjuk dan bimbingan dalam usara oenyiapan 
sistern peiaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan kepaca carna: can 
xepada Bupati; 

:> rte-nperslapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk 
kenesama dan penyelesaian perselisihan antar Kelurahan; 

q nenyusun statistik, grafik dan bentuk visualisasi lain di lingkungan Kelurahan; 
• nelakukan dan membina pelaksanaan administrasi kependudukan dan Catatan 

Sipil; 
s. mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan ketenaga 

kerjaan dan transmigrasi; 
t. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan pertumbuhan dan 

pengendalian penduduk; 
u. melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB); 
v. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan 

perundanq-undanqen yang berlaku; 
w. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
x. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menglnventarisasi permasalahan 

permasalanan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta mernber'kan 
petunjuk pemecahan masalah: 

y. mengkoordlnaslkan, membagi tugas dan memberl petunJuk kepada oa ... a~a 
agar terjalin kerjasama yang balk dan sallng mendukung da,a""l pe a'(S.?-a 
tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku· 

z. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor ca- -=- 
kerjanya untuk bahan pengembangan kaner: 
,_,..1~"",.... .. l,~"' h~ril nol~l,<"~n':)=i,;n btl"l::i;c:/t.,~bbn L,,t:t,:"c,;><:.;,..;:.::,"°""'c.:..---------...I 
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Seksi Pembangunan 

Pasal 6 
(1) Seksi Pembangunan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpln 

olen Kepala Seksl, mempunyal tugas melaksanakan sebaglan tugas Kelurahan di 
bidang pembangunan. 

(2) Rincian tugas sebaqaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. menghimpun dan mernpelajarl peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknts serta bahan lain yang berhubungan dengan bldang 
pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebljakan, pedoman dan petunjuk tesnls yang 
berhubungan dengan bidang tugas seksi pembangunan; 

c. mengurnpulkan, menSisternasikan dan menganalisa data pembangunan pada 
umumnya; 

d. menyusun dan memberikan petunjuk penyusunan program pembangunan dl 
lingkungan Kelurahan; 

e. melakukan pembinaan dan mempersiapkan bahan kegiatan dan evaluasi 
terhadap program PKK dan P2WKSS dalam rangka penmckatan dan 
pendayagunaa, kader PKK dan kader wanita lainnya; 

• r-e akukan keqiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan Sistem 
un.t Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di lingkungan Kelurahan; 

g. rne-noersrapken bahan kegiatan dalam rangka usaha penghijauan dan 
;,e"',eiamatan tanah dari kerusakan alam; 

h. memoersiapkan bahan dalam rangka pernbinaan pengelolaan lingkungan hidup: 
i. m;:.,.,:,ers,apkan bahan dalarn rangka rnenyusun laporan keadaan pangan, 

mensc-ees- an rengadaan pangan dan mengatasi rawan pangan; 
J· -iem::>ers apean be an oernmbenqan mengenal anggota Koperasi tang d us1. ·.a, 

~pa: Anggota Tahunan; 
"'· ""etn;:>ers apkan baha, datarn rangka pemberian pengarahan da, b1mo,ngan 

rernadap Koperasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kebijakan 
Bupati; 
-iem!Jefs apkan bahan kegiatan dalam rangka memajukan pertanian, 
::,ere,.-,,akan, penxanan dan perkebunan; 

- . -,e axsakan oembnaan terhadap perkembangan dana bantuan usaha ekonomi 
-.e w'c'ian cerr eercevean ekonorni rakyat, lumbung kelurahan, lembaga 
oerxrec tan ,e.1.ra"a;"J; 

n. n,e exsanaxan oernomaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan 
oa-ns cas ...,asyara,at da am pembangunan; 

o. rrie,a,<Sanal...ar pe"lbiraan dalam bidang peningkatan sarana dan prasarana 
ekonomi masyarakat; 

p. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun laporan adanya penyakit dan 
usaha penanggulangannya. 

q. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyediaan blblt unggul; 
r. melakukan kegiatan dalam rangka pengamanan tanah penggembalaan; 
s. mempersiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasl dan pemeriksaan 

terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan ijin HO dan lMB; 
t. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan sembilan bahan pokok; 
u. mempersreckan bahan dan memberikan petunjuk untuk meriing<at<2- _s.;-,a 

gotong-royong, mcningkatkan, mengembangkan dan member l<a.., : -- ~-=-- 
teknis pelaksanaan peningkatan prakarsa dan swada. a ro::-,9 ..........- 
masyarakat; 

v. mempersiapkan banen-behan kegiatan pela<Sa".2=-- :-e-- 

::::. -netaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bldang tugasnya. 

• 

• 



cesa: 
~ . -nemperstepkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman petunjuk dan 

pembinaan tata pemukiman yang sehat; 
x. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran petaksanaan tugas; 
y. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta mencari 
alternatif pemecahan masalah; 

z. mengkoordinasikan, membagl tugas dan member! petunjuk kepada bawahan 
agar terjalin kerjasama yang baik dan sallng mendukung dalam pelaksanaan 
tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

aa. menilai hasll kerja bawahan dengan jalan rnernorutor dan mengevaluasl hasil 
kerjanya untuk bahan pengembangan karler; 

bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; 
cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 

Seksi Kemasyarakatan 

Pasal 7 
(1) Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e 

dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas metaksanakan sebagian tugas 
Kelurahan di bidang kemasyarakatan. 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. "'lenghimpun dan mempelajari peraturan perundanq-undanqan, kebijakan 

~e,<n,s, pedoman dan petunjuk teknls serta bahan lain yang berhubungan 
ce,gan bidanq kemasyarakatan sebagai pedoman dan landasan kerja; 

b "'le,11apkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang 
t,erti_bungan dengan bidang tugas seksi kemasyarakatan; 

c, n,ergu'ipu «an, rnensisternasikan dan menganalisa data untuk pembinaan 
,ese;ar,teraar rnasyarakat; 

c. memoersrapkan banan dalam rangka penyusunan program per-bnaan. 
oengendalian dan pengevaluasian pembinaan kesejahteraan rakyat; 

e. rnempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap penderita cacat, tuna 
karya, tuna wisma, panti asuhan dan lain-lain; 

f -nernperslapkan bahan dalam rangka pencegahan terjadinya bencana alam, 
-nelakukan usaha-usaha preventif dan represif apabila terjadi atau diperkirakan 
akan terjadi bencana alam; 

g. -nembenkan pertolongan terhadap korban bencana alam; 
h. -nengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pemberian 

oantuan/santunan bagi korban bencana alam; 
i. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan kepada seluruh lapisan 

rnasvarakat dalam bidang kesejahteraan sosial; 
j. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha-usaha 

sosial; 
k, mernbantu kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial, seperti santunan untuk 

anak terlantar, yatim platu, penyalahgunaan narkotika, pembinaan 
karangtaruna, penanggulangan dan pemberantasan judi, Wanita Tuna Susila, 
gelandangan, dll; 

I. mempersiapkan bahan dalam rangka kegiatan operasional Sadan Amil ZaKa~ 
dan pengaturan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang ditetapkan· 

m. melakukan pembinaan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuha"" va--; M:-: 
Esa serta kerukunan antar umat beragama; 

n. menghimpun permasalahan dan pengembangan sarana ca- ::-;;:S2:t 
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana e::-: : ·'?"" ,.....,.~.,.. - 
lembaga-lembaga keagamaan serta kehidupan bera;a~..a. 

o, memberikan rekomendasi di bidanq _pe-i':>e""a,_---- ...... -="----=-===-=--':....;~:__---1 

• 

• 



bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan agama; 
p. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan da'wah agama dan pelaksanaan 

Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ); 
q. memberikan petunjuk pembinaan dan pengembangan terhadap usaha 

masyarakat di bidang keglatan keagamaan dan kerukunan hldup beragama; 
r. melakukan usaha·usaha dan kegiatan dalam rangka membantu kelancaran 

pelaksanaan ibadah hajl berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

s. mengumpulkan, mengolah dan menvajlkan data tentang ntkah, talak, cerai dan 
rujuk; 

t. mempersiapkan bahan, menyusun petunjuk pembinaan pengembangan 
terhadap sarana prasarana di bldang pendidikan sekolah rnaupun luar sekolah; 

u. menyusun rencana dalam rangka pemberian bantuan terhadap usaha 
masyarakat di bidang pendidikan sekolah: 

v. membantu dan memajukan pendidikan umum dan agama di wilayahnya, 
meliputi pemberantasan buta huruf, mengusahakan sernua anak usia sekolah 
bisa bersekolah, rnencegah terjadinya putus sekolah, mengusahakan 
sekolah/kursus yang diperlukan oleh masyarakat; 

w. mempersiapkan bahan dalam rangka mernajukan kesenian dan kebudayaan; 
x. menyusun rencana dan program bantuan terhadap usaha masyarakat di bidang 

kesenian dan kebudayaan; 
y. melakukan pembinaan, memberikan pertimbangan atas permohonan 

pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan terhadap benda peninggalan 
sejarah dan kepurbakalaan; 

z. mempersiapkan bahan kegiatan dalam rangka memajukan dan 
mengembangkan keolahragaan di masyarakat; 

aa. mer, ,.sun rencana program, pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat di 
t>ca,g per,,ngkatan sarana-prasarana lembaga keolahragaan; 

co mer-oersrao ·a'"' oaneo dalam rangka pembmaan dan pengemoa;-,gan 
xeprarnuxaan: 

cc. menyusun rencana program, pemberian bantuan terhadap usana masyarakat di 
bidang peningkatan sarana-prasarana kepramukaan; 

cc. mempersiapkan bahan kegiatan, memberikan petunjuk teknis pernblnaan di 
bidang kepemudaan dan mencegah kenakalan rernaja serta bahaya narkotika; 

ee. menyusun rencana program dan pemberian bantuan terhadap usaha 
masyarakat di biciang kepernudaan dan penyelenggaraan ketrarnpilan bagi anak 
putus sekolah; 

ff. mempersiapkan bahan kegiatan, memberikan petunjuk teknis pembinaan di 
bidang peranan wanita; 

gg. menyusun rencana program dan pemberian bantuan terhadap . usaha 
peningkatan peranan wanita; 

ee. mempersiapkan bahan kegiatan, memberikan petunjuk teknis pembinaan dan 
pengembangan kebersihan dan kesehatan masyarakat; 

ff. merencanakan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan 
serta p-engawasan terhadap Rumah sakit, Perusahaan Obat-obatan, Perusahaan 
bahan Makanan, Perusahaan Jamu Tradlslonal dan lain-lain dalam rangka usaha 
menjamin kesehatan masyarakat; 

gg. pemberian ijin atau rekomendasl pendirian Rumah Sakit, Kllnlk Bersalin dan 
Balal Pengobatan yang dlkelola oleh swasta; 

kk. melaksanakan usaha menggalakkan program pengadaan sarana arr m :,_ ..... :::a 
jamban keluarga (samijaga); 

II. menyusun program dan petunjuk pembinaan terhadap oe-,ge-:e-;"~ 5=.-=.-c: 
kesehatan rnasvarakat: 

mm. melaksanakan penyusunan laporan terjadinya v.aba"' ~ ,a,_-:. :;:r::=:-2::...:: 
bahan keaiatan dalam ranqka pembi-.aa,, ca.._-_.rc.::e:.;.,:::.....='-=:;.;_--':;...;;==.-.....1 
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Pasal 9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi 

dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dipimpin 
oleh seorang tenaga fungsional senior yang dltunjuk oleh Bupati diantara tenaga 
fungslonal yang ada. 

(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan sesuai 
kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang· 
undangan yang berlaku. 

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di wilayahnya; 
nn. mendorong masyarakat agar memanfaatkan fasilitas kesehatan masyarakat 

yang disediakan dan ikut memajukan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan 
keberslhan dan kesehatan lingkungan di wilayahnya; 

II. mempersiapkan bahan keglatan, pemberian pedoman dan petunjuk teknis 
dalam rangka pemblnaan dan pengembangan pelaksanaan Keluarga Berencana; 

pp. melakukan usaha dalam rangka pengendalian laju pertambahan penduduk; 
qq. melakukan monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 

Keluarga Berencana; 
rr. mempersiapkan bahan kegiatan, pemberian pedoman dan petunjuk teknis 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan pelaksanaan dalam rangka 
penlngkatan mutu Gizi masyarakat; 

ss. melakukan koordinasi dan berperan aktif dalam rangka peningkatan gizi 
masyarakat dan kampanye usaha peningkatan gizi keluarga; 

tt. mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan keserasian lingkungan dan 
kelestarian alam; 

uu. melaksanakan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis administrasi dan 
mengusahakan bahan pustaka bagi perpustakaan di wilayah Kelurahan; 

w. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

vo«. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta mencari 
a'ternatif pemecahan masalah; 

xx. rrengkoordlnaslkan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
a;ar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan 
tl..:gas sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

yy. ,.,.er, a' hasil kerja bawahan dengan jalan memonltor dan mengevaluasi hasil 
er:-ar a ~"ltJk bahan pengembangan karier; 

,•, vt, me a:::,or._a"' ~as oe axsanaan cugas/kegiatan kepada atasan; 
aaa. rr e akSa,ai<an cugas air, yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasr1a. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 
Ke oripok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai 
bidang keahliannya berdasarl<an peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
ber:a,ggung jawab kepada Lurah. 
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BAB V 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 17 
Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Bupati lnl sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah. 

Pasal 15 
Da a-:, ,enyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib 
disarmaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubi.nqan kerja. 

~ Pasal 16 
naiarn melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala unit organisasi di 
bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan, serta petunjuk teknis pelaksanaan 
tug as. 

Pasal 14 
senao eporan yang dterirna oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib 
dio a"' ca" c.perqunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk 
rne;r::>eikan petunjuk kepaca oawanan. 

Pasal 13 
Setiao pimplnan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
be~-iggL:ng jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

jawab untuk memimpin, 
petunjuk pelaksanaan tugas 

Pasal 11 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila 
terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 12 
senap pimpinan unit organisasi bertanggung 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta 
kepada bawahannya . • 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 10 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan 
Fungsional wajib menerapkan prlnslp koordinasi, integrasi dan slnkronisasi baik dalam 
lingkungan Kelurahan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 
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Diundangkan di Klaten ;;i.oo& 
oaca tanggal s.s Nol'('mbE'I'" 
SE:<PETARIS ERAH KABUPATEN KLATEN, 

SUNARNA 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Klaten. 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal .;tR !')ope in oer :i.oo& 
BUPATI KLATEN, 
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